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Pada 15 Januari 2011, pemerintah mengesahkan UU No. 2 Tahun 2011 

Tentang Perubahan Atas UU No. 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik. Persyaratan 

pembentukan partai politik dalam UU No.2 Tahun 2011 jauh lebih berat jika 

dibandingkan dengan UU sebelumnya. Salah satu contohnya ialah syarat jumlah 

pendiri partai politik. Pada UU No.2 Tahun 2008 mensyaratkan 50 WNI sebagai 

pendiri, sedangkan pada UU No.2 Tahun 2008 menyaratkan 1020 WNI. 

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Sifat penelitian 

adalah deskriptif analitis. Jenis data menggunakan data sekunder. Pendekatan yang 

digunakan adalah jenis pendekatan perundang-undangan, pendekatan sejarah dan 

pendekatan konseptual. Teknik dalam pengumpulan data adalah studi kepustakaan. 

Teknik analisis data menelaah seluruh data dari instrumen penelitian. Perbandingan 

kesempatan membentuk partai politik sebagai badan hukum, penulis uraikan 

sebagai berikut: Pertama, UU No.2 Tahun 2011 tidak mengakomodir lagi 

keberadaan partai lokal. Kedua, UU No.2 Tahun 2011 memicu adanya pemborosan 

keuangan. Ketiga, UU No.2 Tahun 2011 menyulitkan berdirinya partai-partai yang 

muncul dari grass root. Keempat, UU No.2 Tahun 2011 lebih membatasi Jumlah 

Partai Politik. 

Berdasarkan hasil penelitian, Penulis berkesimpulan, pertama, kesempatan 

membentuk partai politik dalam UU No.2 Tahun 2011 lebih dibatasi dibandingkan 

UU No.2 Tahun 2008. Kedua, berdasarkan UUD 1945 maka pengaturan dan 

pembatasan terhadap kebebasan berserikat harus didasarkan atas suatu alasan 

rasional dengan maksud sebagaimana diatur dalam Pasal 28J ayat (2). Selain itu, 

penulis menyampaikan saran, pertama, Penulis menyarankan agar persyaratan 

berikutnya tidak hanya berupa syarat administratif saja. Kedua, pembatasan 

terhadap kebebasan berserikat tidak boleh bertentangan dengan amanat UUD 1945 

bahwa kedaulatan ada di tangan Rakyat. 
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On January 15, 2011, the government passed Law No. 2 of 2011 concerning 

Amendments to Law No. 2 of 2008 concerning political parties. Requirements for 

the formation of political parties in Law No. 2 of 2011 are far more severe when 

compared to the previous law. One example is the requirement for the number of 

political party founders. In Law No.2 Year 2008 requires 50 Indonesian citizens as 

founders, whereas in Law No.2 Year 2008 requires 1020 Indonesian citizens. 

This type of research is normative juridical. The nature of the research is 

analytical descriptive. This type of data uses secondary data. The approach used is 

the type of legislative approach, historical approach and conceptual approach. The 

technique in collecting data is literature study. Data analysis techniques examine all 

data from research instruments. Comparison of opportunities to form political 

parties as legal entities, the authors describe as follows: First, Law No. 2 of 2011 

no longer accommodates the existence of local parties. Secondly, Law No.2 Year 

2011 triggers financial wastage. Third, Law No.2 Year 2011 makes it difficult for 

parties to emerge from grassroots. Fourth, Law No.2 Year 2011 further limits the 

Number of Political Parties. 

Based on the results of the study, the author concludes, first, the opportunity 

to form political parties in Law No. 2 of 2011 is more limited than Law No. 2 of 

2008. Secondly, based on the 1945 Constitution, the regulation and restrictions on 

freedom of association must be based on a rational reason with the intention as 

regulated in Article 28J paragraph (2). In addition, the authors submit suggestions, 

first, the author recommends that the next requirement not only be in the form of 

administrative conditions. Second, restrictions on freedom of association must not 

conflict with the mandate of the 1945 Constitution that sovereignty is in the hands 

of the people.
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